Menimbang

Mengingat

a.

b.

b2

[ ]

SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINST BALI

PRRATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG.

bahwa Penanaman Modal merupakan salah salu faktor
penggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi
ekonomi secara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil, guna
memenuhi hak dan kebutuhan dasar sctiap orang dalam
rangka menscjahterakan kehidupan masyarakat
berlandaskan falsafah Tri [lita Karana;

bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif,
kepastian  berusaha, keamaran berusaha  sccara
herkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah,
Penanam Modal dan masyarakat dalam kegiatan Penanaman
Modal di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman

Modal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Dacrah-Dacrah Tinpkal | Bali, Nusa Tenggara DBarat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1958 Nomor 122, Tamhbahan Lembaran Nepara
Republik Indunesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang I’ehanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 ‘Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 657 3);
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Undang Undung 12 Talun 2011 tentang Pemhentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, 'Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 15 ‘Twhun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang
Deraturan  Pernndang-undangan (Lembaran

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Republik  Indonesin Nomor

Penbentukan
Negara Kepublik
Tambahan Lcmbaran Negara
6398);

Undang-Undang  Nomor 03 Crahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerabh (lLembaran Neguara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana tclah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Ll
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 245, Tambihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tenlung
Pemberian Inscntif dan Kemudahan Investasi di Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Talmn 2019 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
6330);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Pcnanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah
dengan Peraluran Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Perubahan Alas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (entang Pembentukan
Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Peractujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAII KABUPATEN BADUNG

Menctapkan :

dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.
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-



-
1

Hag [
KETENTUAN UMUIM

Tagul 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksod denpan :

2
3
1

.

10.

11.

L2,

13.

14,

Diaerah adoloh Kabupaten Uadung,
Pemerintal Daerah adalah Pemeriniah Kabupaten Badung.

Dupati adalah Bupati Badung.

. Dewan Dlerwalkilan Rakyal Daerah yang selanjulnya disingal

DPPRD adulah Dewan Perwakilan Rakyal Dacral Kabupaten
Badung,

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyal Deerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
l'enanaman Muadal adalah scgala bentuk kegiatan menanam
modal, buik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing uniuk melakukan usiha di wilayah
Negara Republik Indonesia.

V. Penyelengraraan  Penanaman  Modal  adalah  kegiatan

menanam modal di Daeral yang meliputi hak, kewajiban
dan tanggung jawab Penanam Modal, pemberian insentil,
pemberian  kemudahan  Pennmaman  Modal, dan  aish
kehijakan Penanaman Modal serta Invesinsi Pemerintah
Daerah scsuai  kewenangan urusan pemerintahan di
Dacrah.

. Penunam Modal adalah perscorangan alau badan usahi

yang melakukan Pemanaman Modal yang dupat berupa
penanam modal dalam negeri alau penanam maodal asing.

. Modal adalah asct dalam bentuk vang alau bentuk lain yang

bukan uang yang dimiliki coleh Penanam Modal vang
mempunyai nilai ckonomis,

Promosi Penanaman Meodal  adalah  scgala  bentuk
komunikasi  yvang dlgunakan  untuk menginformasgikan,
dan/atau meyakinlkan tentang potensi dan peluang serta
iklitn Menanaman Modal kepada pemanghku kepentingan baik
di dalam maupun luar negeri,

Perizinan Berusalis adaluh legalitas yang diberikan kepada
Pelnku Usaha untuk memulai Jun menjalankan usaha
dan/alau kegintannya.

Pengendalian adalal kegintan Pemantauvan, Pembingan, dan
rengawasan  twrhadap  Penanam Modal  yang  telah
mendapatkan  Perizinan  Derusahn agar  pelaksanoan
Penanaman Modal sesued ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

Pemantauan adalah kegiatan vyang dilakukan wuntuk
mengumpulkan, mengevaluasi, dan menynjikan data
perkembangan realisasi Penanaman Modal dan  kantor
perwaldlan,

Pembinaan adwlah  kegiatan  yang dilakukan  unluk
memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan
Penanaman Modal serta memfasilitasi penyeclesaian
permasalahan  dulam rangka pelaksanaan  kegiatan
Penanaman Maodal,
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16.

18.

19.

20.

21.

22.

24,

25.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan
guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman
Modal, mencegah dan/atau  mengurangi  terjadinya
penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman
Modal, termasuk pengpunaan fasilitas Penanaman Modal.

Inveatnai Pecmerintah Dacrah adalah penempatan scjumlah
dann dan/atau barang milik Daerah olch Pemerintah Daerah
dalam jangka panjang unfuk investasi pembelian surat
berharga dan investasi  langsung, yang  mampu
mengembalikan nilai pokok diltambah  dengan  manlont
ekonomi, sosial, dan/ualau manfaat lainnya dalam jangka
walktu tertentu,

Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya dischut
Pengelola Tnvestasi adalah  pejabal pengelola  keuangan
Dacrah gelaku bendahara umum Daerah.

Penasihat Tnvestasl  adalah tenaga profeslonal  dan
independen yang memberl nasihat kepada Pemerintah
Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.

Divestasi  adalah  penjualan  surat berharga  dan/atau
kepemilikan - Pemerintah  Daerah  baik  sebagiun  atau
keacluruhan kepada pihak lain.

Perjanjian  Investasi adalah  kescpakatan terfulis  dalam
rangka investasi surat berharga dan investasi langsung
antara Pemerinlnh Dacrah dengan pemerintah daerah
lainnya, badan usaha dan masyarukat.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau hadan usaha
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu,

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atan badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sehagai
perakun  ckonomi rakyat yang berdasar alas asas
kekeluargaan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
usaha mikro sesuai ketentuan Peraturan  Perundeang-
undangan.

Usaha Kecil adalah usaha ckonomi produktif yang berdiri
gendiri, yang dilakukan olch orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menenpah atau usaha besar yang memennhi kriteria usaha
keeil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri senditi, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan ynng dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung Usaha Kecil
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Dipindai dengan CamScanner



20,

A8,

30.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang
dilakulkan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan beraih
atau  haail penjualan  tahunan  lebih besar dart Usaha
Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau
swasln, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan
kepiatan ckonomi di Indonesia.

Pemberian  Insentit adalah  dukungan dari  Pemerintah
Daernh kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong,
peningkatan Penanaman Modal di Dacral.

pemberian  Kemudihan adalah penyediaan  fasilitus  dari
Pemerintah  Dacruh  kepada Penanam  Modal — unfuk
mempermudah sedap kepiatan Penunaman Madal dalamn
rangka mendorong peninpkatan  Penanamuan  Modal - di
Dacrah,

Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya
disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanamin
Maodal jangka waktu panjang.

Rencana  Umum  Penanaman  Modal  Kabupaten  yang
gelanjutnya disingkat RUPMK adalah dokurmen perencanaan
Penunaman Modal jangka waktu panjang yang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 2

Penanaman Maodal diselenggarakan berdasarkan asas:

.

b.

C.

d.

el

f
g
h.
i
J
k

Kepastian hukum;

keterbukaan;

akuntabilitas;

perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
kebersameaan;

cfisiensi berkeadilan;

berkelanjulan,

herwawasan lingkunpeu,

kemandirian;

kescimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Dacrah; dan

. kearilun lokal.

PPasal 3

Tujusan Penanaman Modal untuk ¢

a.
b.

meningkatkan pertumbuhun ekonomi Daerah;
meningliatkan kesgjahteraan masyarakul;

menciptakan lapangan kerja;

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
mendorong pengembangan ekonomi kernkyulan,

. mendorong  kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha
Besar; dan

mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil
dengan menggunakuan dana yang berasal bhaik dar dalam
negeri maupun dari luar negeri.

Dipindai dengan CamScanner
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Pagal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Penanaman J\f!m!ui meliputi

n. kewennngan  urusan pemerintahan bidang Penanaman
Mo, _

b, hak, kewajiban dan langgung jawab Penanam Modal,

Pemberian Insentit dan Pemberian Kemuodiahan [Mernaman

Modal;

d. swah kebijakan Penanaman Modal; dan

¢. Investasi Pemerintah Dacrah.

L &

DAB I
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL

Bapian Kesalu
Umum

Fasal b

Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
a. pengembangan iklim Penanaman Modal;

h. Promosi Penanaman Modal;

i pebyvanan Penanaman Modal; tan

d. Denpendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pengemhangan Tklim Penanaman Merlal
Pasal 6

(1) Pengembangan lkllm  Penanaman Modal schagaimana
dirnaksud dalam Masal 5 horal s, dilaksanakan melalui:
n. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal;
dan
b, pemberdayaan usaha,

(2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal

schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, meliputl

a. identifikasi potensl Penanaman Modal di Dacrah;

b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;

e, pendokumnentasian hasil pemetaan peluang Penanaman
Modal di Daerah; dan

d. penginggahan  pendokumentasian hastl pemetaan
peluang Penanaman Modal ke dalam sistern informas
potensi investasi Daerah.

(3) Pemberdayann usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b, meliputi:

A, fasilitasi pelakaanaan  pembinann mannjemen  wsaha
kepada Usabha Mikro, Usaha Keeil dan Koperasi terkait
pemberdayaan Penanaman Modal;

b. fasilitusi peluksunaun kemitraan usaha anlara Usaha
Mikro, Usaha Keeil dan Koperasi dengan Usaha
Mcnengah dan Usaha Besar; dan

c. fasilitnsi peningkatan kapasitne Usaha Mikro, Usubia
Keell dan Koperasi terkait Penanaman Modal.

Dipingad dengan CamSEcanner
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(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

7

Tata cara kemiatan pengembangan iklim Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud pada aval (1) dilaksanakan sesual
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ragian Ketiga
PPromosi Penanaman Modal

Masal 7

Promosi Penanaman Modal scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hurul b dapat dilaksanakan di dalam negeri

dan/atau di luar negeri.

Promosi Pecnanaman Modal scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. penerimaan kunjungan delegasi Penanam Modal dari
dalam dan/atau luar negeri,

b. pengembangan strategi Promosi Pecnanaman Modal dan
analisis sekior;

¢. penyebaran informasi Penanaman Modal melalui
penyelenggaraan /mengikuti  forum bisnis, pameran,
media serta talkshow; dan/atau

d. penyelenggaraan/mengikuti workshop  peningkatan
kemampuan Aparatur Sipil Negara.

Tata cara kcgiatan Promosi Pcnanaman Modal scbagaimana
dimaksud pada ayat () dilaksanakan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Madal

Pasgal §

Pelaksanaan  pelayanan Penanaman  Modal  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurif ¢, dilaksanakan oleh
Perangkal Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal,

Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
pendelegasian pelayanan Penanaman Modal dari Bupati
lkepada Kepala Perangliat Dacraly yong menyelenggaralian
urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal,

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu pelayanan DPerizinan Berusaha berbasis
rigiko.

Tata cara kegiatan Pelayanan Penanaman  Modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan scsuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Bapian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

Pengendalian  pclaksanaan Penanaman Madal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

. prioanlaudn;

b. pembinaan; dan

c. pengawasan.

Pasal 10

(1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 9
hurul &, dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak
mendapatkan Perizinan Berusaha.

(2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan rcalisasi
Penanaman Modal dan permasalaban yang dihadapi oleh

Pelalu Usaha.

(3) Kegiatan Pemantauan terhadap Penanaman  Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
a. kompilasi;
b. verifikasi serta evaluasi laporan kegiatan Fenanaman
Modal; dan/atau
c. sumber informasi lainnya,

Pasal 11

Kegintan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

hurufl b dilaksanalkan melalui:
a. sosialisasi, workshop, bimbingan tcknis, atau dialog
inveslasi mengenai kelenluan pelaksanaan Penanaman

Modal secara berkala;
b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan

Penanamean Modal;

. [asililasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku
Usaha;

d. fasilitasi perecpatan realisasi investasi proyck berupa
kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau

e, pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional
yang sudah memiliki Perizinan Berusaha.

Raaal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh
Perangkat Daerah sesuai kewenangannya,

(2) Bupati membentuk tim koordinasi pelakganaan Pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan
dengan Kepulusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner



pPasal 13

Kegiantun Pengawasan sebagaimana dimaksud dqlam Pasal 9
wuruf ¢ dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagal
tindak lanjut dari
a. cvaluasi atas pelaksanaali Penanaman Modal:

L. adanya indikast  atau bukti awal penyimpangan fltus
ketc:iman pelaksanaan  Penanaman Modal atau tidak
dipenuhinya kewajiban dan langaung _]'a\\':ilb; atau

C. proses Pengenadn dan pencabutan sanksi.

pPasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan:
a. pendampingan oleh instansi pemerintah
berwenang; dan/atau
b. bekerjasama dengan profesi yang
keahlian dibidang Pengawasan sesual denga
yang diperlukan.

terkait vang

memiliki  sertifikat
n bidang

dinasi pclaksanaan Pengawasan

(2) Bupati membentuk tim koor
g ditctapkan

schagaimana dimaksud pada ayat (1) yun
dengan Keputusan Bupali.

Pasal 15

Tata cara Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan scsual
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IlI
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PENANAM MODAL

Bagian Kesatu
Ilak Penanam Modal

Pasal 16

Setiap Penuanam Modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;

b, informasi yang terbuka mengenai Didang usaha  yang
dijnlankannya;

¢. hak pelayanan,; dan

d. berbagai bentuk [usilitas kemudahan sesual Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasul 17

Setiap Penanam Modal berkewajiban:
a. mencrapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

h. melaksanakan langgung jawab sosial pcrusahaan;
c. membuat laporan kegialan Penanaman Modal dan

menyampaikannya kepada lembaga pemerintah  vang
menyelenggarakan =~ urusan pemerintahan bidang

Penanaman Modal,

Dipindai dengan CamScanner
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menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
mematuhi semua ketentuan  Peraturan  Perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 18

Seliap Penanam Modal hertanggung jawah:

a.

menjamin  tersedianya Modal yang berasal dari sumber
yang lidak berfenfangan  dengan  ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

menanggung dan menyclesaikan  segala kewajiban dan
kerugian jika Penanam Modal menghentikan  atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara  sepihak sesuai kelentuan Peraturan Perundang-
undangan,

menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah
praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negard;
menjaga kelestarian lingkungan hidup;

menciptakan kesclamatan, keschatan, kenyamanan dan
kescjahteraan pekerja; dan

mematuhi semua ketentuan Peraturan  Perundang-
undangan.

BADB IV

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

(1)

(2)

()

(1)

(2)

PENANAMAN MODAL
Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan
kemudahan kepada Penanam Madal di Daerah.

Pemberiun Insenll dan Pemberian Kemudahan kepada
Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Dacrah
dan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Katentuan mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian

Kemudahan Penanaman Modal di DDaerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

Penyclenggaraan Penanaman Modal di Daerah mengacu
pada arah perencanaan Penanaman Modal RUPM dan RUPM
Provinsi serta memprioritaskan pengembangan  patensi
Daerah.

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah schagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RUI'MK.

Dipindai dengan CamScanner



(3)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Arah kebljakan Pennnaman Modal dalam RUFME meliputi;

f. perbaikan iklim Penanaman Modal,

b. persebaran Penmnaman Modal,

¢, fokus pengembangan pangan, infrastrukior don encrgl,

d. Penannman Modal yang berkelanjutan,

e. kemudahan, pelindungam  dan  pemberdayaan
Koperasi deut Uwsuhia Milcro, Kecil dan Mu;uo:ngu_h;

f.  pemberian fasilitas,  kemudabian,  dan/atau meentil
Penanaman Modal, can

g. Promosi Penanaman Modal.

Penyelengparaan urusan pemerintahan bidang, Penanaman
Modal di Dacrah sebagnimana dimakeud dalam Paszal 5
berpedoman pada RUPMK.

BAD VI
INVESTASI PEMERINTAH DAERA}H

Bagian Kesialu
Umum

Pasal 21

Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah.

Kewenangan  pengelolaan  Investngi  Pemerintah  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli:

n. repulasi,

b. operasional; dan

C. supervisi,

Pengelolaan  Investasi Pemerintah  Daerah  schagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan oleh Pengelola
Investasi.

Kewenangan pengelolaan  Investasi  Pemerintah Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
ketentuan Perafuran Perundang-undangan.

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi

L. perencanaan investaei;

b. pelaksanaan investasi;

c. penganggaran, pulakeanaan oanggaran, penslansahaan
anpearan dan pertanggunpjawaban Investasi Pemcrintal
Daeral,

d. Divesraai;, dan

e Pengawasan.

Pagal 22

Investasi Pemerintahh Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (5) dapat dilnlesanakan daleun hal:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan
surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan
Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Terdupat barang milik Daerah yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh
Bupati
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Bapian Kedua
Perencannnn Investisi
Pasal 23
(1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah
Naerah sebelum melakukan investasi,
() Analisia  Investasi Pemerintaly  Dacrah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilukukan olch penaschat Investasi

Pemnerintah Daerali.

(3) Penaschat Investasi Pemnerininh  Daerah  scbagaimana

dimeksud pada ayal (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
elaksanaan Investasi
Pasal 24

(1) Pelakaanaan  Investnsi pemerintah Daerah schagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b, dilaksanakan
olch Pengelola Investasi  dan dapat  dilimpahkan
pelaksanaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Pembentukan Badan Usahe Milik  Dacral aehagaimana
dimaksud  pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraluran
Pcrundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah )aerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian
Investasi antara Pengelola Investasi dengan pihak keliga.

(4) Perjanjian Tnveslasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diluporkan kepada Bupatl,

Pasal 25

(1) Pengelola Investasi sebugaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) menyusun laporan kegiatan lnvestasi Pemerintah
Dacralh.

(?) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. luporan posisi portofolio [nvestasi; dan
h. laporan hasil Investasi.

(3) Laporan keglatan Tnveatasi Pemerintnh Duaerah sebuagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

(1) Penyampaiian laporan sebapaimana dimmhksud pada ayat (J)
diluksanakan  sesuai  ketenfuan  Peraturan Perundang-

undangan.
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Baglan Keempat
Pengangegaran, Peluksannn Anpparan,
Penatausahuan Angparan dan Pettangpungjawaban
Investasi 'emerimntah Daerah

s 20

Penganggaran, pelalieanaan angearan, penatausahaun angparan
dan  pertanggungiawaban  Iovestiusi  Pemerintah Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) homf e
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 27

(1) Dalam hal Investasi Pemerintah Dacrah diperkirakan Tugi,
Pemerintah Dacrah melakukan Divestasi,

(2) Diveatasi Pemerintah Dacrnh schognimona dimuaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.

(3) Divestasi sebagnimana dimaksud pada ayal (1) meliputi:
a. penjualan surat berharga; dan/atau
b. penjualan kepemnilikan Pemerintah Dacrah.

(4) Divestasi Pemorintah Dacrah achagaimana dimakaud pada
ayat (1) dilakaanakan sesuai ketentudn  Peraluran
Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penpawasan
Pusal 28

(1) Pengawasan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
schagaimana dimakaud dalam Pasal 21 ayat (5) hurul e
dilaksanakan oleh Peranpkat  Daerah yang membidangi
Pengawasarl,

(?) Penpawasan achagaimana dimakaud pada ayat (1) meliputi
Pemantauvan dan Pengencdalian

(3) Hastl pelakaanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pady
ayal (2), dilaporkan kepada Bupall.

(4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan scbagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan
Perundung undangan.
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HAB Vil
SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 29

(1] Bupati memberikan sanksi admurustratif  terhadap

Penanam Modal vang

a tdak memenuhi salah satu kewajiban scbagaimana
irmaksud dalam Pasal 17,

b tdak memenuhl  salall  satu  tanggung  jawab
p g chrrakosid dalam Pana! TH

¢ melakukan pelanggaran vang menycebabkan kerusakan
hnglungan dan/atau membahavakan keselarmelan
masyarskat, dan/stau

d memenuht kritena pengenaan sanksi vang diatur oleh
Peranpgkat Dacrah sesuat kewenangannya

{2) Sanksi admimstran{ sehagnimana dimaleand pada avat (1)

meliputs

W prnngatan tertulis;

b pembatasan kegatan usaha,

¢ pembekuan  kegintan  usaha  dan/atau famiditas
Penanaman Modal; atau

d.  pencaburan kepatan  usaha  dan/atau  Forwanea
Nerusaha dan/atau fasiitas Penanaman Modal

(3] Sanks: administratf, sebapgaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan alrh Perangkat Dacrah yang

menyelenggankan urumm permenntahan idang
enanaman Modal  atau Perangkat Daerah  sesual
KCWCTANZANDVA.

[4) Pengenaan sanksi administratf scbagaimans dimaksud
e avat (2) huruf b, hura! ¢ dan hura! d. dikcnakan
secara  langsung  terhadup  pelanggaran sebagmimana
dimaksud pada avat (1) hurufc.

{5 Perangkat Dacrall schaganuana dunaksud pada ayud (3)
membenban periimbangan pengenann sanka adminisreanf
atas pelangesran vang dilakukan oleh Penanam Modal

(6] Ketentuan lebih lanjut mengenal prosedur dan tata cara
pengenaan sanks! administratif schagaimana  dimaksud
pada svat (2) ditetaphan Bupau

HAM V1
KETENTUAN IERALIHAN

Pasal 30

Penanaman Modal yung telahh  diaksanakan  sebelum
ditetapkannya Peraturan Dacrah ini, dinyatakan tctap berlaku
sepanjang tdak bertentangan dengan Peraturan Dacrah ui

"
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PENIELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KADUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHIUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

[. UMUM

Pertumbuhan ckonomi merupakan salah  satu  indikator  penting
perkembangan dan kemigjuan Duerah yang ditunjukkan dan kemampuan
secara finansial dan meningkamva pendapatan perkapita masyarakat Guna
mencapai pertumbuhan ckonomi, maka Pemerintah Daerah terus berupava
menggali potensi dan sumber-sumber perekonomian Daerah termasuk dar
kegiatan Penanaman Modal, baik penanam modal dalam negen atau penanam
modal asing. Penanaman Modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi
yvang ditempatkan sebuago upayva unfuk meningkatkan pertumbuhan ekonom,
menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang
berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung
pembangunan  ekonomi  kerakyatan scrta  dalam  rangka  mewwudkan
masyarakat di Daerah vang semakin sejahtera

Penvelenggauuan  Penanaman  Modal sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Dacrah, memberikian
wewenang kepada Pemerintah Daernh untuk mengatur dan mengurus sendin
urusan pemerintahan menural asas olonoun dan tugas pembantuan, yang
disruhkan untuk mempereepat terwujudnva kesejahlerun  masyanshal di
Daerah melalui pemmmgkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran akuf
masyarakat, serta peningkatan daya saing Dacrah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pcmerataan, keadilan, keistimewann dan kekhususan suatu
Daersh  dularn  sistem Nepara  Kesatuan  Repubhk  Indonesia. Tujuan
penyelenpgaraan Penanaman Modal baru dapal tercapad wpabila faktor vang
menghinnbat  (klim Penanaman Modal dapat diatasi antaran Lun melalo
koordinasi antar inastansi, hirnktasi yang efisien, kepastan hukum, biaya
ekonomi yang berdaya saing tinggi, keamanan berusaha serta iklim usabu yang
kondusif di bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan perhaikan faktor tersebut, diharapkan realisas: Penanaman
Modal meningkat yang berdampak positf tethadap porperakan perekanomian
Daerah. 'emenntan pusat tlah menctaphan hebornpm cogubaa bags Pemerintah
Dacruh dalam memberikan kemudahan bagi Penanam Modal, diantaranya
Undang Undang Nomor 25 Tuhun 2007 tentwnyy Pensnaman Modal dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentl! dan
Kemudahan Investasi di Daerah. Pada Tabun 2020 Pemerintah Pusat juga telah
menetapkan kebijukan strategis guna mewujudkan kemudahan berusaha
melalui Undang-Undang Nomer |1 Tahun 2020 tentang Cipla Kerja. Salah saru
perubahan signifikan dari Undang-Undang teraebut adalah kemudahan dalam
perizinan  berusaha dengan tujuan  ferciplanya  ekosistem  investasi dan
kemudahan berusaha. Berdasarkan kebijukan tersebut, maka sangat penung
dun dibutuhkannya pembentukan Peraturan Daernh tenlang Penyelenggaraan
Penanuwmun  Modal, sebagai wujud kongknt penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Penananam Modal di Daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup Jclas.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 2

Hurut o
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas
dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan
ketentuan  peraturan  perundang undangan scbagai dasar
dalam  sclinp  kebjjakan  dan tindakan  dalam  bidang
penanaman modal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelerbukaan” adalah asas
yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperolch
informasi yang, benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
kegiatan penanaman modal,

Hurufec
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari penyelenggaraan penananarm modal harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakal atau  rakyat
schagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturun perundang undangan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan
tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan
pelayanan  nondiskriminasi  berdasarkan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan, baik antara penaham
modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun
anlara penanam madal dari satu negara asing dan penanam
maodal dari negara asing lalnnya.

[Turuf e
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas
yang mendorong peran seluruh penanam model secara
bersama-sama dalarn kegiatan  usahanya  untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hurul I
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah
nsns  yang mendasari pelaksanaan penanaman  modal
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha
untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan
berdaya saing.

[uruf g
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan™ adalah nana
yang accara (crencand enpupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman modal untuk menjumin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan,
baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Hurufh
Yahg dimaeksud dengan “asas berwawasan lingkungan”
ndalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memerhatiknn  dan  mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.

Hurufi
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas
penanaman  modal  yang  dilakukan  dengan  tetap
mengedepankan polensi bangsa dan negara dengan tidak
menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.
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Hharuf
Yinp dimaksud dengnn “asas keseimbangan kempjuan dan
kesiduun  ekonomi daerah”™ adulah asas yang berupaya
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalamn
kesatuan ekonomi dacral.
Huruf k
Yuang dimabeaud denpan “asus kearifan lokal” adalah nilai
nilai luhur yang berlaku dadwn i kehidupan masyarakat
unluk antara lain melindungi dan mengelala  linghungan
hidup secarn lestar
Pasal 3
Cukup jelas.
1Yanal 4
Culkanp jelas
Pasgal b
Culoup jelas,
Prsal
ayal (1)
Culup Jelas,
avat (2)
Hurula
Cukup Jelas.
Hurul' b
Culiup Jelan,
Hurul
Culkup Jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “sistem informasi potensi
investasi Daerah” adalah suatu sistem  informusi
berbusis web yang berfunpsi unluk menyediakan
infarmasi mengenai potensi investasi suatu Daerah.
ayat (3]
Culeup Jelas,
ayat (4)
Cukup jelas,

Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
ayat (1)
Culcup Jelas.
ayal (2)
Culeup Jelas.
ayal (3)
Yunp dimaksud dengan “Perizinan Berusaha berbasgis nsiko”
adalah perizinan berusaha berdasarlian tingkat risiko kepiatan
usaha.
ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cultup jelaa.
Pasul 11
Cukunp jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

Paaal 13
Culkup jelas. |
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Pasal 14
Cukup )elas
Pasal 15
Cukup jelax
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
ayal (1)
Cukup Jelas.
avat (2}
Cukup .Jelas.
ayat (3}
huruf s
Cukup Jelas.
huruf b
Cukup Jelas.
huruf ¢
Cukup Jelas.
hurufd
Yang dimaksud denpan  “Penanaman  Modal - vang,
Berkelanjutan™  adalah Penanaman Modal vang
dilaksunukun BeCUry Lerencund mengu pay akaar
berjalannva proses pembangunan melahilt penanaman
modal untuk menjamin kesejahteraan dan hemajuan
dalam scgala aspek kchidupan, baik untuk mase kini
maupun yang akan datang dengan tetap memperhatikan
dan mengutamakan perlindungan  dan  pemeliharaan
lingkungan hidup sertn memperhatikun mbin ntlin
keanfan lokal.
hurufe
Cukup Jelas.
huruff
Cukup Jelas,
huruf g
Cukup Jelax,
ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 21
avat (1)
Yang dimaksud  dengan “kewenangan  dalam pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah™ adalah kewenangan vang dimiliki
oleh Bupati dalam pengelolaan Investast Pemernntah Daeruh
vang dilakukan dalam hal anggaran pendapatan dan belanja
Daerah diperkirakan surplus, dan dibahas bersama dengan
DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
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avat (4]

Culoup jelan
ayot [9)

Cukup jelnm

Pasal 22
Cukup jelas
Fasal 21
Aynr (1)
Cukup jelas
Avie (2]
Yang dimaksud dengan penasehat investas adalal ienaga
professional dan independent yung memben naschal bepada
Pemenntah Daerah mengenai pelaksanaan investasm 'emenntah
Daerah
Masal 24
Cukup Jelax.
taral 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasad 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas,
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAIH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3
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BARB TX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dupati
Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum ['enanaman
Modal Kabupaten Badung Tahun 2016 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 86) dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak hertentangan dengan Peraturan Daerah
ini.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinlahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
daleun Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

= Ditetapkan di Mangupura
~~ P .+ pada tanggal 7 ’ebruari 2022
/ T \_:«- \
/57 c};t?ﬁ@'l‘l BADUNG,
(=2 o i =

-~

GIRI PRASTA %

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 7 Pebruari %()22

SEKRETARIS D), " KABUPATEN BADUNG,

“._ 1 WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN-DAKRAH KABUPATEN RADUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

NORLG. PERATURAN DABKEAH  KABUPATEN DADUNCG, PROVINSI BALI
(3,9/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Setda. Ka ten Badung,

AKX Gaé Asteva YudhVa -
NIP. 19720510 199903 1 008
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